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Abstrak

Penerapan prinsip legalitas dalam kebijakan administrasi publik memiliki peran penting untuk menjamin bahwa setiap
tindakan administrasi dan kebijakan pemerintah berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Prinsip legalitas tidak
hanya berfungsi sebagai batasan kekuasaan, tetapi juga sebagai panduan dalam menjaga transparansi, akuntabilitas,
dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Artikel ini membahas konsep asas legalitas dalam hukum administrasi
negara, tantangan yang dihadapi dalam penerapannya, serta solusi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan
efektivitas kebijakan administrasi publik. Beberapa tantangan yang diidentifikasi meliputi tumpang tindih regulasi,
kapasitas birokrasi yang terbatas, pengawasan yang lemah, serta pengaruh politik dalam pengambilan kebijakan.
Avrtikel ini juga menyoroti pentingnya penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparatur negara, dan peran lembaga
pengawas sebagai langkah strategis untuk mendukung penerapan prinsip legalitas yang lebih optimal. Dengan
demikian, diharapkan prinsip legalitas dapat berfungsi sebagai fondasi utama dalam menciptakan tata kelola
pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Kata Kunci: Prinsip Legalitas, Kebijakan Administrasi Publik, Hukum Administrasi Negara, Tata Kelola
Pemerintahan, Akuntabilitas

PENDAHULUAN

Prinsip legalitas merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum administrasi negara yang
menggarisbawahi bahwa setiap tindakan atau kebijakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Prinsip ini mencerminkan pentingnya keberadaan aturan yang jelas dan pasti dalam mengatur
aktivitas administrasi publik, sehingga mencegah tindakan sewenang-wenang oleh penyelenggara negara dan
melindungi hak-hak warga negara (Ridwan HR, 2019). Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, penerapan
prinsip legalitas menjadi indikator utama dari kualitas tata kelola pemerintahan. Pentingnya prinsip legalitas tidak hanya
terletak pada aspek hukum, tetapi juga pada pengaruhnya terhadap tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan.
Prinsip ini memerlukan pemerintah untuk tidak hanya mematuhi aturan, tetapi juga menghindari penyalahgunaan
kekuasaan yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa asas legalitas harus menjadi landasan setiap keputusan
administratif, sehingga memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat.

Namun, penerapan prinsip legalitas dalam administrasi publik di Indonesia tidak terlepas dari berbagai
tantangan. Kompleksitas birokrasi, tumpang tindih regulasi, dan lemahnya pemahaman pejabat publik terhadap aturan
hukum menjadi beberapa hambatan utama. Dalam sistem administrasi yang sering kali diwarnai oleh praktik korupsi
dan nepotisme, penerapan prinsip legalitas sering kali mengalami kendala. Menurut Dwiyanto (2017), reformasi
birokrasi yang berorientasi pada prinsip legalitas membutuhkan upaya komprehensif, termasuk peningkatan kapasitas
sumber daya manusia dan penggunaan teknologi untuk mendorong transparansi. Selain itu, keberhasilan penerapan
prinsip legalitas juga sangat bergantung pada keberadaan sistem pengawasan yang efektif. Di Indonesia, mekanisme
pengawasan terhadap pelaksanaan hukum administrasi telah diatur melalui berbagai institusi, termasuk Ombudsman
Republik Indonesia dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kedua lembaga ini memiliki peran strategis dalam
mengawasi, menilai, dan memberikan koreksi terhadap kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan prinsip legalitas.
Meskipun demikian, efektivitas pengawasan ini masih memerlukan perbaikan untuk memastikan bahwa pelanggaran
terhadap prinsip legalitas mendapatkan sanksi yang tegas (Administrative Law & Governance Journal, 2019).

Dalam praktiknya, penerapan prinsip legalitas di Indonesia telah menunjukkan kemajuan, terutama melalui
berbagai reformasi regulasi seperti penerapan omnibus law. Kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan regulasi
yang saling tumpang tindih, sehingga menciptakan kepastian hukum dan efisiensi dalam administrasi publik. Namun,
langkah ini juga mendapat kritik karena dianggap berpotensi mengabaikan prinsip partisipasi dan akuntabilitas dalam
proses legislasi (Wasistiono, 2020). Artikel ini akan mengupas lebih lanjut tentang prinsip legalitas dalam hukum
administrasi negara dengan fokus pada peran, implementasi, serta tantangan yang dihadapi. Melalui pendekatan ini,
diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pentingnya prinsip legalitas sebagai landasan
dalam kebijakan administrasi publik.
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METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk menganalisis penerapan prinsip legalitas dalam kebijakan
administrasi publik. Studi literatur merupakan metode penelitian yang mengumpulkan, mengorganisasi, dan
menganalisis data atau informasi yang sudah ada sebelumnya, baik berupa buku, artikel ilmiah, laporan penelitian,
maupun sumber hukum yang relevan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi teori, konsep, serta
praktik yang telah ada terkait dengan penerapan prinsip legalitas, yang kemudian dibandingkan dan dievaluasi untuk
memahami tantangan serta solusi yang relevan dalam konteks administrasi publik Indonesia (Ridwan HR, 2019;
Dwiyanto, 2017).

Dalam penelitian ini, berbagai sumber hukum, jurnal akademik, dan literatur terkait hukum administrasi negara
digunakan untuk memperdalam pemahaman tentang implementasi prinsip legalitas, baik di tingkat kebijakan maupun
dalam praktik administratif. Peneliti juga mengacu pada kajian-kajian terdahulu mengenai tata kelola pemerintahan
yang baik (good governance) dan peran hukum administrasi dalam mewujudkannya (Huda, 2020; Administrative Law
& Governance Journal, 2019). Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji teori-teori yang sudah ada dan
menerapkannya pada konteks kekinian, serta mengidentifikasi potensi perbaikan dalam sistem administrasi publik di
Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip legalitas merupakan pilar penting dalam hukum administrasi publik yang menekankan bahwa setiap tindakan
pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas dan sah. Penerapan prinsip ini memiliki peran yang sangat vital
dalam memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat
mencegah tindakan sewenang-wenang serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses administrasi publik
(Ridwan HR, 2019). Penerapan prinsip legalitas dalam kebijakan administrasi publik di Indonesia, meskipun penting,
menghadapi beberapa tantangan yang memerlukan perhatian lebih dalam upaya untuk memperbaiki sistem administrasi
publik yang ada.

Asas Legalitas dalam Kebijakan Administrasi Publik

Prinsip legalitas dalam hukum administrasi negara berperan sebagai dasar yang mengatur hubungan antara negara
dan warga negara, yang diharapkan dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel. Dalam
konteks hukum administrasi, asas legalitas menekankan bahwa setiap tindakan atau kebijakan yang diambil oleh
pemerintah harus didasarkan pada peraturan yang sah, yang disusun dan diterapkan sesuai dengan prosedur yang
ditetapkan oleh hukum. Asas ini merupakan refleksi dari prinsip rule of law, yang menuntut bahwa negara tidak boleh
bertindak sewenang-wenang, tetapi harus mematuhi aturan hukum yang berlaku.

Di Indonesia, prinsip legalitas tercermin dalam berbagai regulasi yang mengatur administrasi negara. Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) secara jelas mengamanatkan bahwa Indonesia
adalah negara hukum, yang artinya segala tindakan pemerintah harus dilaksanakan berdasarkan hukum yang jelas.
Lebih lanjut, dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 1945, dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh perlakuan
yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, semua kebijakan administratif yang dikeluarkan oleh pemerintah harus
tunduk pada ketentuan hukum yang ada, memastikan bahwa setiap keputusan administrasi memiliki dasar hukum yang
jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam praktiknya, asas legalitas ini berfungsi untuk mengontrol tindakan administratif yang dapat berdampak pada
hak-hak individu atau kelompok masyarakat. Penerapan asas ini melibatkan adanya pengawasan terhadap keputusan-
keputusan administratif yang diambil oleh pejabat publik, guna memastikan bahwa kebijakan atau tindakan yang
dilakukan tidak melanggar hak warga negara atau bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Misalnya, jika
pemerintah mengambil keputusan terkait pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur, keputusan tersebut harus
berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, seperti hukum tata ruang dan lingkungan hidup, serta harus melibatkan
proses konsultasi publik yang transparan.

Prinsip legalitas dalam hukum administrasi negara juga mencegah terjadinya arbitrary power atau penyalahgunaan
kekuasaan oleh pejabat publik. Dengan adanya asas legalitas, setiap kebijakan yang diambil pemerintah harus merujuk
pada peraturan yang ada, sehingga keputusan-keputusan tersebut memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak dapat
disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini juga memberi perlindungan hukum bagi
masyarakat, karena mereka dapat menuntut pemerintah jika suatu kebijakan terbukti melanggar hak mereka atau tidak
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Dwiyanto (2017), penerapan prinsip legalitas yang efektif dalam administrasi negara juga memerlukan
pemahaman yang mendalam mengenai hukum administrasi negara oleh pejabat publik. Ketidakpahaman atau
ketidakmampuan pejabat dalam mengaplikasikan prinsip legalitas dapat menyebabkan kebijakan yang tidak sah atau
bertentangan dengan prinsip keadilan. Oleh karena itu, perlu adanya pelatihan dan pendidikan hukum bagi aparatur
negara agar mereka dapat membuat kebijakan yang sesuai dengan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara
transparan.

Penerapan Prinsip Legalitas dalam Kebijakan Administrasi Publik

Penerapan prinsip legalitas dalam kebijakan administrasi publik berfungsi untuk mengatur setiap tindakan atau
keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam kebijakan administrasi publik, pemerintah memiliki kewenangan
yang luas untuk mengelola urusan negara, mulai dari pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan anggaran negara,
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hingga pemberian izin usaha dan pelayanan publik lainnya. Namun, untuk memastikan bahwa setiap kebijakan atau
keputusan yang diambil tersebut sah dan dapat dipertanggungjawabkan, penerapan prinsip legalitas menjadi sangat
penting.

Salah satu penerapan prinsip legalitas yang jelas terlihat dalam administrasi publik adalah dalam pembuatan regulasi
dan kebijakan pemerintah. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah,
harus memiliki dasar hukum yang jelas. Misalnya, dalam pembuatan kebijakan tentang perizinan usaha, pemerintah
harus merujuk pada undang-undang yang mengatur sektor terkait, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja, yang mengatur tentang kemudahan berusaha dan penyederhanaan perizinan. Kebijakan yang tidak
memiliki dasar hukum yang jelas, atau yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dapat menjadi cacat
hukum dan berpotensi merugikan masyarakat atau kelompok tertentu.

Dalam implementasinya, penerapan prinsip legalitas juga mencakup prosedur pengambilan keputusan yang harus
diikuti oleh pejabat publik. Setiap keputusan administratif yang dibuat oleh pejabat pemerintahan, seperti keputusan
mengenai izin lingkungan atau pengelolaan sumber daya alam, harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada dan
melalui prosedur yang sah. Prosedur ini termasuk adanya uji kelayakan, konsultasi publik, dan transparansi dalam
proses pengambilan keputusan, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak melanggar
hukum dan prinsip-prinsip keadilan.

Selain itu, prinsip legalitas juga menjamin bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat diawasi dan
dikontrol oleh lembaga yang berwenang. Di Indonesia, mekanisme pengawasan terhadap keputusan administratif
dilakukan oleh lembaga seperti Ombudsman Republik Indonesia, yang mengawasi apakah kebijakan publik sesuai
dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) juga memiliki peran penting
dalam menguji keputusan administratif yang dianggap melanggar hukum atau merugikan pihak tertentu. Dengan adanya
lembaga pengawasan ini, masyarakat memiliki saluran untuk mengajukan gugatan jika merasa dirugikan oleh kebijakan
yang tidak sesuai dengan prinsip legalitas.

Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip legalitas sering menghadapi berbagai tantangan yang menghambat
efektivitasnya. Salah satu tantangan utama adalah adanya tumpang tindih antara peraturan pusat dan daerah. Misalnya,
pemerintah daerah sering kali mengeluarkan kebijakan yang tidak sesuai dengan kebijakan nasional atau bahkan
bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi. Hal ini sering kali menyebabkan ketidakpastian hukum, yang
dapat merugikan masyarakat dan menghambat investasi atau perkembangan ekonomi daerah (Wasistiono, 2020).

Selain itu, kapasitas birokrasi yang rendah dalam mengimplementasikan prinsip legalitas juga menjadi hambatan.
Banyak pejabat publik yang belum memiliki pemahaman yang memadai tentang hukum administrasi negara dan prinsip
legalitas. Hal ini menyebabkan kebijakan yang diambil sering kali tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, atau
bahkan melanggar hak-hak warga negara. Oleh karena itu, sangat penting untuk terus meningkatkan kapasitas sumber
daya manusia dalam bidang hukum administrasi negara, melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan.

Pentingnya penerapan prinsip legalitas dalam kebijakan administrasi publik juga terlihat dalam implementasi
Omnibus Law di Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan regulasi yang tumpang tindih dan
menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. Namun, meskipun kebijakan ini dapat meningkatkan efisiensi, ada
kekhawatiran bahwa pengesahan Omnibus Law tanpa memperhatikan prosedur yang sah dapat menimbulkan potensi
pelanggaran terhadap prinsip legalitas dan hak-hak masyarakat (Wasistiono, 2020). Oleh karena itu, meskipun
kebijakan ini dapat mempercepat reformasi regulasi, pengawasan yang ketat terhadap implementasinya tetap
diperlukan.

Dalam konteks ini, pengawasan terhadap kebijakan administrasi publik menjadi faktor penting dalam menjamin
penerapan prinsip legalitas. Pengawasan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, untuk memastikan bahwa
setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan berpihak pada
kepentingan masyarakat. Peningkatan pengawasan internal dalam birokrasi pemerintah, serta penguatan peran lembaga
pengawas eksternal, akan sangat membantu dalam memastikan bahwa kebijakan administrasi publik selalu
berlandaskan pada prinsip legalitas yang kokoh.

Tantangan Dalam Prinsip Legalitas

Penerapan prinsip legalitas dalam kebijakan administrasi publik di Indonesia menghadapi beberapa tantangan yang
signifikan. Tantangan ini tidak hanya berkaitan dengan masalah teknis atau hukum, tetapi juga melibatkan faktor-faktor
struktural dan kelembagaan yang dapat menghambat efektivitas penerapan prinsip tersebut. Beberapa tantangan utama
yang dihadapi dalam penerapan prinsip legalitas antara lain adalah tumpang tindih peraturan, kapasitas birokrasi yang
terbatas, dan pengawasan yang lemah.

1. Tumpang Tindih Peraturan

Salah satu tantangan besar dalam penerapan prinsip legalitas adalah adanya tumpang tindih antara peraturan
pusat dan daerah. Indonesia, dengan sistem pemerintahan desentralisasi, memberikan kewenangan kepada
pemerintah daerah untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun, dalam banyak
kasus, peraturan daerah yang dikeluarkan sering kali bertentangan dengan kebijakan nasional atau peraturan
yang lebih tinggi. Hal ini menciptakan kebingungannya antara berbagai pihak yang terlibat dalam administrasi
publik, serta mempersulit implementasi kebijakan secara efektif. Tumpang tindih peraturan ini tidak hanya
menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi juga dapat menyebabkan ketidakadilan dalam penerapan kebijakan,
karena masyarakat atau pihak yang terlibat sering kali tidak mengetahui hukum mana yang harus diikuti
(Wasistiono, 2020).
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2.

Kapasitas Birokrasi yang Terbatas

Kapasitas birokrasi yang terbatas juga menjadi tantangan besar dalam penerapan prinsip legalitas. Banyak
pejabat publik di Indonesia yang belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip hukum administrasi negara,
termasuk penerapan prinsip legalitas dalam setiap kebijakan yang diambil. Pendidikan dan pelatihan yang tidak
memadai untuk aparatur pemerintah menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang prosedur dan aturan hukum
yang harus diikuti dalam pengambilan keputusan administratif. Ketidaktahuan atau ketidakpahaman terhadap
hukum administrasi negara dapat menyebabkan kebijakan yang tidak sah atau bahkan melanggar hak-hak warga
negara. Sebagai contoh, dalam pengambilan keputusan mengenai izin usaha atau proyek infrastruktur,
ketidakpahaman pejabat publik tentang ketentuan hukum yang berlaku dapat mengarah pada pemberian izin
yang tidak sah atau tidak adil (Dwiyanto, 2017).

Kurangnya Pengawasan dan Akuntabilitas

Selain tumpang tindih peraturan dan kapasitas birokrasi yang terbatas, tantangan lainnya adalah pengawasan
yang lemah terhadap implementasi kebijakan administrasi publik. Meskipun lembaga pengawas seperti
Ombudsman Republik Indonesia dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki peran penting dalam
menjaga prinsip legalitas, efektivitas pengawasan ini masih terbatas. Banyak keputusan administratif yang tidak
diproses lebih lanjut meskipun terbukti melanggar hukum atau merugikan masyarakat. Keterbatasan sumber
daya, serta adanya intervensi politik dalam pengambilan keputusan administratif, sering kali menjadi hambatan
bagi lembaga pengawas untuk menjalankan fungsi mereka secara maksimal. Selain itu, kesadaran akan
pentingnya akuntabilitas dalam pemerintahan masih rendah, sehingga sering kali kebijakan yang diambil oleh
pejabat publik tidak dapat dipertanggungjawabkan secara transparan (Huda, 2020).

Pengaruh Politik dalam Kebijakan Administrasi

Pengaruh politik yang kuat dalam kebijakan administrasi publik juga menjadi tantangan besar dalam penerapan
prinsip legalitas. Seringkali, keputusan yang diambil oleh pejabat publik tidak hanya berdasarkan pertimbangan
hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Keputusan yang seharusnya diambil dengan
pertimbangan objektif dan berdasarkan peraturan yang ada, malah dipengaruhi oleh dinamika politik yang ada,
baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini bisa menyebabkan kebijakan yang diambil tidak sesuai dengan
prinsip legalitas dan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat (Wasistiono, 2020).

Kompleksitas Regulasi yang Menyulitkan Implementasi

Kompleksitas regulasi yang ada juga menjadi tantangan dalam penerapan prinsip legalitas. Di Indonesia, jumlah
dan variasi peraturan perundang-undangan sangat banyak, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini
membuat implementasi kebijakan menjadi sangat rumit, terutama ketika berbagai peraturan tersebut saling
bertentangan atau tidak memperhatikan kebutuhan praktis di lapangan. Kompleksitas ini mempersulit pejabat
publik dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Selain
itu, masyarakat pun sering kali bingung dengan banyaknya regulasi yang harus dipatuhi, yang pada akhirnya
dapat mengurangi tingkat kepatuhan terhadap hukum (Administrative Law & Governance Journal, 2019).

Strategi dalam Mengahadapi Tantangan Dalam Prinsip Legalitas

Prinsip legalitas merupakan dasar yang sangat penting dalam sistem pemerintahan dan administrasi publik. Prinsip
ini mengharuskan bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus memiliki dasar hukum
yang sah, jelas, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun penerapan

prinsip

ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memperkuat

akuntabilitas, terdapat berbagai tantangan yang perlu dihadapi untuk memastikan prinsip ini dapat diterapkan secara

efektif.

Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang tepat untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan memastikan

bahwa kebijakan administrasi publik tetap berlandaskan pada hukum yang berlaku. Berikut ini adalah beberapa strategi
yang dapat diimplementasikan dalam menghadapi tantangan penerapan prinsip legalitas dalam kebijakan administrasi

publik.
1.

Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi Hukum

Tantangan pertama yang sering muncul dalam penerapan prinsip legalitas adalah kurangnya pemahaman
tentang peraturan yang berlaku, baik di kalangan aparatur pemerintah maupun masyarakat. Banyak kebijakan
administrasi publik yang gagal dipahami atau dijalankan dengan baik karena ketidaktahuan mengenai dasar
hukum yang mendasari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, strategi yang pertama adalah peningkatan
sosialisasi dan edukasi hukum.

Peningkatan edukasi hukum harus dilakukan secara terus-menerus, tidak hanya dalam bentuk pelatihan kepada
aparat pemerintahan, tetapi juga dengan menyelenggarakan berbagai seminar, lokakarya, dan diskusi mengenai
prinsip legalitas dan peraturan yang berlaku. Aparat pemerintah harus dibekali dengan pengetahuan yang
cukup agar mereka dapat memahami dan melaksanakan kebijakan publik sesuai dengan hukum yang ada.
Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat mengenai hak-hak
mereka, prosedur administratif, dan dasar hukum yang mengatur berbagai layanan publik.

Sosialisasi yang melibatkan berbagai pihak ini harus dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi, baik
secara langsung maupun melalui media massa dan platform digital. Menggunakan media sosial, website
pemerintah, dan aplikasi mobile untuk memberikan informasi yang jelas mengenai kebijakan publik akan
sangat membantu masyarakat dalam memahami prinsip legalitas dan peraturan yang berlaku.
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2. Penyederhanaan dan Penajaman Regulasi
Tantangan berikutnya yang sering dihadapi dalam penerapan prinsip legalitas adalah kompleksitas dan
ketidakjelasan dalam peraturan yang ada. Peraturan yang terlalu rumit dan tidak jelas sering menyebabkan
kebingunguan dan interpretasi yang berbeda-beda dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, strategi kedua
adalah penyederhanaan dan penajaman regulasi.
Penyederhanaan regulasi adalah langkah pertama yang perlu diambil oleh pemerintah untuk memastikan
bahwa setiap kebijakan administrasi publik mudah dipahami dan diikuti oleh masyarakat serta aparat
pemerintah. Hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi jumlah peraturan yang saling tumpang tindih dan
memperjelas ketentuan-ketentuan yang ada dalam regulasi. Setiap peraturan yang diterbitkan harus ditulis
dengan bahasa yang mudah dipahami, sehingga tidak ada lagi kebingunguan dalam pelaksanaannya.
Penajaman regulasi juga sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan administrasi publik yang
diterapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak menyalahi prinsip legalitas. Evaluasi terhadap
peraturan yang ada perlu dilakukan secara berkala, dan apabila diperlukan, peraturan tersebut harus diperbarui
agar tetap relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

3. Meningkatkan Pengawasan dan Penegakan Hukum
Risiko penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran terhadap prinsip legalitas menjadi tantangan besar dalam
penerapan kebijakan administrasi publik. Penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat pemerintah dapat merusak
kredibilitas pemerintah dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada. Oleh
karena itu, strategi berikutnya adalah meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum.
Untuk meningkatkan pengawasan, penting untuk membangun sistem pengawasan yang efektif, baik dari dalam
pemerintahan maupun dari lembaga pengawas eksternal. Pengawasan internal dapat dilakukan dengan
membentuk unit pengawasan di setiap instansi pemerintah yang bertugas memastikan bahwa kebijakan
administrasi yang diambil oleh pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, pengawasan
eksternal oleh lembaga-lembaga independen seperti Ombudsman dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
juga sangat penting untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan kekuasaan.
Penegakan hukum yang tegas terhadap aparat yang melanggar prinsip legalitas juga merupakan langkah yang
sangat penting. Pemerintah harus memastikan bahwa pelanggaran terhadap prinsip legalitas tidak dibiarkan
begitu saja, dan ada sanksi yang jelas bagi mereka yang terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang.
Penegakan hukum yang adil akan memberikan efek jera dan menjaga integritas sistem administrasi publik.

4. Penerapan Teknologi untuk Transparansi
Salah satu tantangan utama dalam penerapan prinsip legalitas adalah kurangnya transparansi dalam proses
administrasi publik. Masyarakat seringkali tidak mengetahui bagaimana kebijakan publik dibuat atau
bagaimana keputusan administrasi diambil oleh pemerintah. Oleh karena itu, penerapan teknologi untuk
meningkatkan transparansi menjadi strategi yang sangat penting.
Pemerintah perlu mengimplementasikan sistem administrasi terintegrasi yang memungkinkan masyarakat
untuk mengakses informasi secara langsung dan transparan mengenai kebijakan yang ada. Dengan
memanfaatkan teknologi informasi, setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah dapat dipantau dan diakses
oleh publik. Misalnya, dengan menyediakan portal informasi yang berisi data mengenai regulasi yang berlaku,
prosedur administrasi, serta status pengajuan atau permohonan layanan publik.
Penerapan teknologi ini tidak hanya meningkatkan transparansi tetapi juga memungkinkan masyarakat untuk
lebih aktif dalam mengawasi kebijakan publik yang ada. Transparansi yang lebih tinggi ini akan memperkuat
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menciptakan pemerintahan yang lebih akuntabel.

5. Fleksibilitas dalam Kebijakan Tanpa Mengabaikan Prinsip Legalitas
Penerapan prinsip legalitas tidak berarti bahwa kebijakan administrasi publik harus kaku dan tidak dapat
disesuaikan dengan kondisi yang berubah. Salah satu tantangan besar yang sering muncul adalah bagaimana
tetap menjaga kepastian hukum sambil menghadapi perubahan yang cepat dalam situasi sosial, ekonomi, atau
politik. Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk mencapai keseimbangan antara fleksibilitas kebijakan dan
pemenuhan prinsip legalitas.
Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah harus membangun kebijakan yang berbasis data dan analisis yang
mendalam. Kebijakan harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan dan dinamika masyarakat, namun
tetap berada dalam batasan yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Misalnya,
dalam situasi darurat atau krisis, pemerintah dapat menerbitkan kebijakan yang lebih fleksibel, namun
kebijakan tersebut tetap harus didasarkan pada undang-undang yang mengaturnya dan dapat
dipertanggungjawabkan.
Selain itu, pemerintah juga harus memperhatikan pentingnya transparansi dalam pengambilan keputusan.
Kebijakan yang fleksibel tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan prinsip legalitas, dan setiap kebijakan
harus tetap terbuka untuk diawasi dan dievaluasi oleh lembaga-lembaga yang berwenang.

6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Kebijakan
Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan sangat penting untuk memastikan bahwa
kebijakan administrasi publik tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi
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masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat membantu menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan mengurangi

potensi kesalahan dalam penerapan prinsip legalitas.

Pemerintah harus membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan, baik

melalui forum diskusi, konsultasi publik, maupun mekanisme partisipatif lainnya. Melibatkan masyarakat

dalam perumusan kebijakan akan membuat kebijakan tersebut lebih relevan dan dapat diterima oleh
masyarakat. Hal ini juga akan memperkuat prinsip legalitas, karena kebijakan yang dihasilkan akan
mencerminkan kehendak masyarakat dan disahkan melalui proses yang sah.

7. Pembangunan Kapasitas Aparatur Pemerintah

Kapasitas aparatur pemerintah yang rendah dalam memahami dan menerapkan prinsip legalitas juga

merupakan tantangan dalam administrasi publik. Oleh karena itu, strategi terakhir yang perlu diterapkan adalah

peningkatan kapasitas aparatur pemerintah. Pemerintah harus menyelenggarakan pelatihan secara rutin bagi
aparatur publik mengenai prinsip-prinsip hukum administrasi negara dan cara-cara pengambilan keputusan
yang sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain itu, pemerintah perlu menyediakan pedoman yang jelas bagi aparat publik mengenai langkah-langkah

yang harus diambil dalam setiap kebijakan administrasi. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil akan

berlandaskan pada hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penerapan prinsip legalitas dalam kebijakan administrasi publik adalah hal yang sangat penting untuk
menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya. Meskipun terdapat berbagai tantangan,
seperti kurangnya pemahaman tentang hukum, kompleksitas regulasi, penyalahgunaan wewenang, dan kurangnya
transparansi, berbagai strategi dapat diimplementasikan untuk mengatasi tantangan tersebut. Dengan meningkatkan
sosialisasi hukum, menyederhanakan regulasi, meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, menerapkan
teknologi untuk transparansi, menjaga fleksibilitas kebijakan, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta meningkatkan
kapasitas aparatur pemerintah, penerapan prinsip legalitas dalam administrasi publik dapat lebih efektif dan membawa
manfaat besar bagi masyarakat dan negara.

Peran Lembaga Pemerintahan dan Non-Pemerintahan dalam Penerapan Asas Legalitas dalam Kebijakan
Administrasi Publik

Penerapan asas legalitas dalam kebijakan administrasi publik tidak hanya bergantung pada pemerintah sebagai
pengambil keputusan utama, tetapi juga melibatkan berbagai lembaga pemerintahan dan non-pemerintahan yang
memiliki peran penting dalam menjamin bahwa setiap tindakan administratif dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip
hukum yang berlaku. Peran lembaga-lembaga ini sangat penting dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan publik dan
memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak melanggar ketentuan hukum yang ada. Baik lembaga pemerintahan maupun
non-pemerintahan, keduanya memiliki fungsi yang saling melengkapi untuk menciptakan administrasi publik yang
transparan, akuntabel, dan berbasis hukum.

1. Peran Lembaga Pemerintahan

Lembaga-lembaga pemerintahan di Indonesia memiliki peran yang sangat besar dalam menegakkan asas

legalitas dalam kebijakan administrasi publik. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan utama harus

memastikan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan memiliki dasar hukum yang sah dan tidak bertentangan
dengan hukum yang lebih tinggi. Beberapa lembaga pemerintahan yang berperan dalam penerapan asas
legalitas adalah:

a. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)

Kemenkumham memegang peran yang sangat penting dalam penyusunan, pengawasan, dan evaluasi
produk hukum, termasuk peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi kebijakan administrasi
publik. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pembentukan hukum di Indonesia, Kemenkumham
berfungsi untuk memastikan bahwa setiap kebijakan administratif yang diterapkan oleh pemerintah pusat
atau daerah tidak bertentangan dengan konstitusi atau undang-undang yang berlaku. Selain itu,
Kemenkumham juga bertanggung jawab dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan hukum administrasi,
memastikan bahwa aparat pemerintah tidak melakukan tindakan yang menyimpang dari peraturan yang
ada.

b. Ombudsman Republik Indonesia

Ombudsman memiliki peran yang sangat penting dalam hal pengawasan terhadap kebijakan administrasi
publik. Ombudsman bertugas untuk melindungi hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang
oleh pemerintah. Sebagai lembaga pengawasan eksternal, Ombudsman berfungsi untuk memeriksa dan
menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait kebijakan administratif yang tidak sesuai dengan asas
legalitas. Selain itu, Ombudsman juga berperan dalam mengidentifikasi dan mengatasi praktik-praktik
birokrasi yang melanggar asas-asas hukum, seperti diskriminasi, penyalahgunaan wewenang, dan
ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

c. Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga penerapan asas legalitas dalam
kebijakan administrasi publik. Sebagai lembaga yang bertugas untuk menguji konstitusionalitas undang-
undang, MK dapat membatalkan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi.
Dalam hal ini, MK berfungsi sebagai pengawal utama dari prinsip legalitas, dengan memastikan bahwa
setiap kebijakan atau keputusan administratif yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah
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tidak melanggar prinsip-prinsip konstitusional yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. MK juga
berperan dalam memberikan tafsiran hukum yang diperlukan untuk memastikan kebijakan pemerintah
tetap dalam koridor hukum yang sah.

d. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
KPK memiliki peran yang tidak kalah penting dalam menerapkan asas legalitas dalam administrasi publik.
Sebagai lembaga yang bertugas untuk memberantas korupsi, KPK turut berperan dalam mengawasi
apakah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai dengan hukum dan tidak melibatkan tindakan
korupsi. Penerapan asas legalitas dalam administrasi publik seringkali diwarnai dengan tantangan terkait
dengan penyalahgunaan kewenangan dan korupsi. Dalam hal ini, KPK memainkan peran penting dalam
memastikan bahwa tindakan administratif yang diambil oleh pejabat pemerintah tidak melanggar hukum
dan bertentangan dengan prinsip legalitas.

2. Peran Lembaga Non-Pemerintahan

Selain lembaga pemerintahan, lembaga non-pemerintahan juga memainkan peran yang sangat penting dalam

mendukung penerapan asas legalitas dalam kebijakan administrasi publik. Lembaga-lembaga non-

pemerintahan ini seringkali berfungsi sebagai mitra pengawasan atau bahkan pengkritik kebijakan yang tidak

sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Beberapa lembaga non-pemerintahan yang memiliki peran

strategis adalah:

a. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
LSM berperan aktif dalam memberikan pemantauan independen terhadap kebijakan pemerintah, serta
memperjuangkan hak-hak masyarakat yang mungkin terabaikan dalam kebijakan administrasi publik.
LSM seringkali berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, memberikan masukan
serta kritik terhadap kebijakan yang tidak sesuai dengan asas legalitas. LSM juga memainkan peran
penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Dengan melakukan
penelitian, advokasi, dan penyuluhan hukum, LSM berusaha memastikan bahwa kebijakan publik
memenuhi standar legalitas yang berlaku.

b. Media Massa
Media massa berperan dalam meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya asas legalitas dalam
kebijakan administrasi publik. Melalui pemberitaan yang objektif dan investigatif, media membantu
memantau dan mengawasi kebijakan pemerintah, serta menyuarakan ketidakpuasan atau keberatan
masyarakat terkait kebijakan yang dianggap tidak sah atau melanggar hukum. Media juga dapat berfungsi
sebagai alat untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai kebijakan yang diambil oleh
pemerintah, sehingga masyarakat dapat mengetahui apakah suatu kebijakan memenuhi ketentuan hukum
yang berlaku atau tidak.

c. Akademisi dan Praktisi Hukum
Para akademisi dan praktisi hukum juga memiliki peran yang sangat penting dalam penerapan asas
legalitas dalam kebijakan administrasi publik. Dengan melakukan penelitian, kajian, dan pengembangan
teori hukum, akademisi dapat memberikan kontribusi dalam memperjelas dan memperkuat penerapan asas
legalitas dalam sistem administrasi publik. Praktisi hukum, baik itu pengacara, notaris, atau konsultan
hukum, juga berperan dalam memberikan nasihat hukum kepada pemerintah atau badan publik lainnya
mengenai kebijakan yang akan diterapkan. Mereka membantu memastikan bahwa setiap kebijakan yang
diambil tetap dalam jalur hukum yang sah dan sesuai dengan prinsip legalitas yang ada.

d. Organisasi Internasional
Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau Bank Dunia juga memiliki peran
dalam mendorong penerapan asas legalitas dalam administrasi publik. Melalui kerjasama internasional dan
berbagai program bantuan, organisasi ini seringkali memberikan panduan atau dukungan teknis untuk
membantu negara-negara dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan mereka, termasuk dalam
hal penerapan prinsip legalitas dalam kebijakan administrasi publik.
Lembaga-lembaga internasional ini dapat memberikan tekanan atau rekomendasi kepada pemerintah
untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional dan
menghormati hak-hak asasi manusia.

3. Kolaborasi Lembaga Pemerintahan dan Non-Pemerintahan

Penerapan asas legalitas dalam kebijakan administrasi publik memerlukan kolaborasi antara lembaga

pemerintahan dan non-pemerintahan. Kerjasama antara kedua jenis lembaga ini dapat menghasilkan

pengawasan yang lebih efektif, mendorong transparansi, serta meningkatkan akuntabilitas dalam

penyelenggaraan administrasi publik. Misalnya, dalam menangani kebijakan yang tidak sesuai dengan hukum,

lembaga pemerintah seperti Ombudsman dapat bekerja sama dengan LSM yang memiliki pemahaman lebih

dalam tentang kondisi lapangan dan perspektif masyarakat. Selain itu, pengawasan terhadap kebijakan juga

dapat dilakukan melalui mekanisme partisipasi masyarakat, di mana media massa dan LSM berperan sebagai

pendorong agar pemerintah tetap bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Kolaborasi ini memastikan

bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memenuhi harapan

dan kebutuhan masyarakat.
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Peran lembaga pemerintahan dan non-pemerintahan sangat penting dalam memastikan penerapan asas legalitas
dalam kebijakan administrasi publik. Lembaga pemerintahan berfungsi sebagai pengambil kebijakan utama yang harus
bertanggung jawab dalam membuat kebijakan yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum, sementara lembaga non-
pemerintahan berperan dalam mengawasi, mengkritik, dan memastikan kebijakan tersebut tidak menyimpang dari asas
legalitas. Kolaborasi yang efektif antara keduanya akan menciptakan kebijakan administrasi publik yang lebih
transparan, akuntabel, dan berbasis hukum, serta melindungi hak-hak warga negara dalam proses pemerintahan.

KESIMPULAN

Penerapan prinsip legalitas dalam kebijakan administrasi publik memiliki peran yang sangat penting dalam
menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan adil. Prinsip ini memastikan bahwa setiap kebijakan yang
dikeluarkan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, selalu berlandaskan pada peraturan yang sah, yang
diatur dengan jelas oleh hukum. Hal ini berfungsi sebagai alat kontrol yang mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta
melindungi hak-hak masyarakat dari kebijakan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan hukum yang berlaku.
Namun, penerapan prinsip legalitas menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah adanya
tumpang tindih antara peraturan pusat dan daerah, yang menciptakan kebingungannya masyarakat dan pejabat publik
dalam memahami hukum yang berlaku. Ketidakselarasan peraturan ini bisa menyebabkan ketidakpastian hukum, yang
merugikan warga negara yang harus mematuhi aturan tersebut.

Kapasitas birokrasi yang terbatas juga menjadi hambatan. Banyak pejabat publik yang belum sepenuhnya
memahami prinsip-prinsip hukum administrasi negara dan prosedur yang harus diikuti dalam pembuatan kebijakan.
Tanpa pemahaman yang memadai mengenai hukum administrasi, kebijakan yang diambil bisa tidak sah atau
bertentangan dengan peraturan yang ada, merugikan masyarakat, dan menurunkan kualitas pelayanan publik.
Pengawasan yang lemah terhadap implementasi kebijakan administrasi publik menjadi tantangan besar dalam
memastikan penerapan prinsip legalitas. Meskipun terdapat lembaga pengawas seperti Ombudsman dan Pengadilan
Tata Usaha Negara (PTUN), efektivitas pengawasan tersebut sering kali terbatas. Banyak kebijakan yang diambil tanpa
ada evaluasi yang memadai, yang seharusnya dapat memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan ketentuan
hukum.

Selain itu, pengaruh politik dalam pengambilan kebijakan sering kali mengaburkan penerapan prinsip legalitas.
Keputusan-keputusan yang seharusnya diambil berdasarkan pertimbangan hukum objektif, sering kali dipengaruhi oleh
faktor politik. Hal ini dapat menyebabkan kebijakan yang tidak adil atau tidak sesuai dengan hukum. Secara
keseluruhan, meskipun tantangan dalam penerapan prinsip legalitas cukup kompleks, solusi-solusi yang dapat
diterapkan termasuk penyederhanaan regulasi, pelatihan bagi pejabat publik, dan penguatan lembaga pengawas. Dengan
mengatasi tantangan-tantangan ini, prinsip legalitas dapat lebih efektif diterapkan dalam kebijakan administrasi publik,
yang pada akhirnya dapat menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan lebih berorientasi pada kepentingan
masyarakat.
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